BAB I
PENDAHULUAN

	I.1. 	LATAR BELAKANG
			Dalam Era Pemerintahan saat ini permasalahan yang dihadapi sangatlah kompleks dan sangat memerlukan kerja keras dalam menyelesaikannya. Untuk mencapai hal tersebut oleh Pemerintah sekarang telah ditetapkan Tri Sakti Pembangunan yaitu :
1. Berdaulat secara politik
2. Berdikari secara ekonomi
3. Berkepribadian secara sosial budaya.
Dari Trisakti tersebut dapat diwujudkan menjadi Nawa Cita atau 9 Cita-cita yang salah satunya membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi system kepartaian Pemilu dan Lembaga Perwakilan bertolak dari Nawa Cita tersebut reformasi disegala bidang termasuk menuntut adanya “good goverment” secara transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah.
			Dalam rangka pertanggungjawaban publik tersebut Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan optimalisasi belanja secara efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Hal tersebut juga berarti bahwa pengalokasian anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masyarakat.
			Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Sejalan dengan pemikiran di atas maka Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara periodik setiap Tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan tuntutan tersebut di atas.
	I.2.	MAKSUD DAN TUJUAN
		Penyusunan Laporan Tahunan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atau menerangkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 dengan tujuan didalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara lancar, tertib, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab.
	I.3.	SISTEMATIKA PEMBAHASAN
		Sistematika Pembahasan Laporan Tahunan adalah sebagai berikut :
		Bab 	I	Pendahuluan
		I.1.	Latar Belakang
		I.2		Maksud dan Tujuan
		I.3.	Sistematika Pembahasan
Bab 	II	Gambaran Umum
		II.1.	Tugas dan Fungsi SKPD
		II.2.	Struktur Organisasi
Bab 	III	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SKPD
		III.1	Visi dan Misi SKPD
		III.2	Tujuan dan Sasaran SKPD
Bab 	IV	Pelaksanaan Program dan Kegiatan
		IV.1	Pelaksanaan Masing-masing Bidang
		IV.2	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
		IV.3	Evaluasi Renja SKPD
Bab       V		Tugas-tugas lainnya
		V.1	Program/kegiatan yang sumber pendanaannya dari luar APBD/tugas pembantuan dan urusan bersama hibah/bantuan Luar Negeri jika ada dilaksanakan oleh SKPD
		V.2	Prestasi dan penghargaan
Bab 	VI	Penutup
		V.1	Kendala dan Hambatan
		V.2	Arahan, Solusi dan Pemecahannya
BAB II
GAMBARAN UMUM

	II.1. 	TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah  Kabupaten Lombok Barat Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Barat, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
					Adapun tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
					Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2 dari Perda tersebut diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat mempunyai fungsi :
1. Penyusunan rencana strategis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM, wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan, Penanganan Konflik serta Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis.
4. Pembinaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Pelaksanaan  kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis Badan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



A. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :
1. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian
3. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian
4. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
5. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat
6. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
7. Penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat
Tugas pokok dari masing-masing Sub Bagian yang berada di Sekretariat dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan, yaitu :
1. Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan badan, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan di Lingkungan Badan.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan penyusunan pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Badan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di Lingkungan Badan.
B. Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM
Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM.
Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM mempunyai fungsi :
1. Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
2. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi bidang politik dan hubungan antar lembaga.
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat skala kabupaten.
4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga.
5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga.
Tugas pokok dari masing-masing Sub Bidang yang berada di Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM, yaitu :
1. Sub Bidang Fasilitasi Ormas dan LSM mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang Fasilitasi Ormas dan LSM sebagai pedoman kerja.
b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan administrasi Ormas dan LSM.
c. Menyusun petunjuk teknis dan fasilitasi pelaksanaan pembentukan Ormas dan LSM.
d. Menyusun petunjuk teknis dan fasilitasi laporan pertanggung jawaban Keuangan Ormas dan LSM.
e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Ormas dan LSM.
f. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas
2. Sub Bidang Pengembangan Politik dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai   tugas: 
a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang Pengembangan Politik dan Hubungan Antar Lembaga sebagai pedoman kerja.
b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan Pengembangan Politik dan Hubungan Antar Lembaga.
c. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Pengembangan Politik dan Hubungan Antar Lembaga.
d. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

C. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan
		Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan mempunyai tugas melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran serta Kewaspadaan Idiologi dan Pranata Sosial.
		Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan mempunyai fungsi :
1. Penyusunan kebijakan daerah di bidang wawasan kebangsaan, pembauran dan kewaspadaan idiologi skala kabupaten.
2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan, pembauran dan kewaspadaan idiologi kebangsaan.
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang wawasan kebangsaan dan kewaspadaan idiologi.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemahaman di bidang wawasan kebangsaan, kewaspadaan idiologiten.
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
6. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan.
Tugas pokok dari masing-masing Sub Bidang yang berada di Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan, yaitu :
1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa mempunyai tugas :
a. Penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa sebagai pedoman kerja.
b. Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pemahaman wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.
c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang politik, idiologi, wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.
d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang wawasan kebangsaan dan pembauaran bangsa.
2. Sub Bidang Idiologi Kewaspadaan dan Pranata Sosial mempunyai tugas :
a. Penyusunan rencana kerja dibidang idiologi kewaspadaan dan pranata sosial sebagai pedoman kerja.
b. Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan di bidang idiologi kewaspadaan dan pranata sosial.
c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang idiologi kewaspadaan dan pranata sosial.
d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang idiologi kewaspadaan dan pranata sosial.
D. Bidang Penanganan Konflik
Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas penanganan analisis potensi konflik dan rekonsiliasi sosial.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
1. Penyusunan kebijakan daerah dibidang Penanganan Konlik sosial sebagai pedoman kerja skala kabupaten.
2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan penanganan masalah konflik sosial dan rekonsiliasi sosial kemasyarakatan.
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terhadap analisis potensi konflik di masyarakat.
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengolahan data analisis potensi konflik dan rekonsiliasi sosial.
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
6. Penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang penanganan konflik.
Tugas pokok dari masing-masing Sub Bidang yang berada di Bidang Penanganan Konflik bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik, yaitu :
1. Sub Bidang Analisis Potensi Konflik Sosial mempunyai tugas :
a. Penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang analisis potensi konflik sosial sebagai pedoman kerja.
b. Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka penanganan terjadinya potensi konflik sosial masyarakat.
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sub bidang penanganan analisa potensi konflik.
d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan analisa potensi konflik.
2. Sub Bidang Rekonsiliasi Sosial mempunyai tugas :
a. Penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang rekonsiliasi sosial sebagai pedoman kerja.
b. Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka penanganan rekonsiliasi sosial masyarakat.
c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penanganan rekonsiliasi sosial masyarakat.
d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan rekonsiliasi sosial.



E. Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis
Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang kesiagaan dan pengkajian masalah strategis.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis mempunyai fungsi :
1. Penyusunan kebijakan daerah di bidang kesiagaan dan pengkajian masalah strategis sebagai pedoman kerja.
2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiagaan dan pengkajian masalah strategis.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesiagaan dan pengkajian masalah strategis.
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengolahan data kesiagaan dan pengkajian masalah strategis.
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
6. Penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang kesiagaan dan pengkajian masalah strategis.
Tugas pokok dari masing-masing Sub Bidang yang berada di Bidang Kesiagan dan Pengkajian Masalah Strategis bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis, yaitu :
1. Sub Bidang Kesiagaan mempunyai tugas :
a. Penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang kesiagaan sebagai pedoman kerja.
b. Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka kewaspadaan dini terhadap ancaman terjadinya potensi konflik kebangsaan dan sosial masyarakat.
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sub bidang kesiagaan.
d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiagaan.
2. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis mempunyai tugas :
a. Penyusunan rencana kerja tahunan sub bidang pengkajian masalah strategis sebagai pedoman kerja
b. Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengkajian masalah strageis dan sosial.
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sub bidang pengkajian masalah strategis.
d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian masalah strategis.
F. Kelompok Jabatan Fungsional
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
G. Tata Kerja
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang serta Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikan dan horizontal dalam lingkungan Badan dengan Instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.










	II.2 	STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LOMBOK BARAT
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Di jelaskan dalam tabel  jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :
	No.
	Nama
	Nip
	Pangkat
	Jabatan
	Keterangan

	1.
	H. Ahdiat Soebiantor, SH
	19580228 198403 1 005
	IV/c
	Kepala Badan
	 

	2.
	I Ketut Sandiasa, SE
	19690212 199303 1 012
	IV/b
	Sekretaris
	 

	2.1
	Abubakar, SE., MM
	19700109 199303 1 012
	IV/a
	Kasubbag Umum & Kepeg
	 

	2.1.1
	Supri Hartadi
	19741024 200701 1 010
	II/c
	Pelaksana
	Bendahara Barang

	2.1.2
	Kurniawan Junaidi
	19770327 200701 1 009
	II/c
	Pelaksana
	 

	2.1.3
	Suriani
	19841021 201212 2 002
	II/a
	Pelaksana
	 

	2.1.4
	Sahwal
	19721231 200701 1 172
	I/c
	Pelaksana
	 

	2.2
	Srie Indrawaty, BA
	19601002 198607 2 001
	III/d
	Kasubbag Keuangan
	 

	2.2.1
	Sukmawati. M
	19771110 200701 2 017
	II/c
	Pelaksana
	 

	2.2.2
	Juliana
	19830718 200901 2 007
	II/b
	Pelaksana
	Bendahara Pengeluaran

	2.3
	Safiah, BA
	19600210 198903 2 004
	III/d
	Kasubbag Program
	 

	2.3.1
	Baiq Farida Anggraini
	19841120 201001 2 008
	II/b
	Pelaksana
	 

	2.4
	Lalu Agus Salim
	19600820 198607 1 001
	IV/b
	Pelaksana
	Fungsional umum

	2.5
	I Putu Swastika
	19581231 198503 1 291
	IV/a
	Pelaksana
	Fungsional umum

	3.
	Ahmad Nuralam, SH.,MH
	19800222 200501 1 008
	III/c
	Kepala Bidang
	 

	3.1
	Andi Purnawan, S.Sos
	19690517 198903 1 005
	IV/a
	Kasubbid
	 

	3.1.1
	Lalu Andi Faradi
	19680226 198603 1 001
	II/a
	Pelaksana
	 

	3.2
	Mashudul Hak, SE
	19700528 199103 1 010
	III/d
	Kasubbid
	 

	3.2.1
	Rusliadi
	19830204 201001 1 023
	II/b
	Pelaksana
	 

	4.
	Moh. Ilyas
	19590826 198903 1 005
	IV/b
	Kepala Bidang
	Bidang Konflik

	4.1
	Dewa Kom Gara, SH.,MH
	19620621 199203 1 006
	IV/a
	Kasubbid
	 

	4.1.1
	Jufri
	19591231 198202 1 045
	III/b
	Pelaksana
	 

	4.1.2
	Ida Wayan Oka Santosa, S.Pd.H
	19720605 199603 1 007
	III/b
	Pelaksana
	 

	4.2
	Surya Darma, SIP
	19601231 198608 1 012
	III/d
	Kasubbid
	 

	4.2.1
	Lis Jaya Rahman
	19630805 198703 1 032
	III/a
	Pelaksana
	 

	5.
	Muh. Tanwir
	19610725 198608 1 001
	IV/a
	Kepala Bidang
	Bidang Polhal

	5.1
	Drs. Lalu Arya Danu Wirabakti
	19681203 198803 1 006
	III/d
	Kasubbid
	 

	5.1.1
	I Putu Tamba
	19590807 198010 1 368
	III/d
	Pelaksana
	Fungsional umum

	5.2
	Herman Sujono, Spt
	19671021 199703 1 002
	III/d
	Kasubbid
	 

	5.2.1
	Faizah
	19781012 200801 1 022
	II/a
	Pelaksana
	 

	5.3
	H. Tafrin, SH
	19601228 198803 1 010
	IV/a
	Pelaksana
	Fungsional umum

	5.4
	Lalu Ahmad Yani, SKM.,M.Kes
	19651020 199203 1 010
	IV/a
	Pelaksana
	Fungsional umum

	6.
	Lalu Ahmad Satriadi, ST
	19651118 199603 1 002
	IV/a
	Kepala Bidang
	Bidang Wasbang

	6.1
	M. Yamin, SH
	19621005 199303 1 007
	III/d
	Kasubbid
	 

	6.1.1
	Nurhasanah
	19681231 198904 2 001
	III/a
	Pelaksana
	 

	6.2
	Basyirudin
	19691231 199203 1 104
	III/d
	Kasubbid
	 

	6.2.1
	Ahmad Wildan
	19721231 201001 1 039
	II/b
	Pelaksana
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 







BAB III
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


	III.1. VISI DAN MISI BAKESBANGPOL 	
	III.1.1. VISI 
	   	Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lombok Barat yaitu “terwujudnya masyarakat Lombok Barat yang bersatu, unggul dan saling melindungi dilandasi nilai-nilai Patut Patuh Patju”.
 
III.1.2. MISI
Misi adalah suatu yang harus diemban/dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
Adapun misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :
1. Meningkatkan dan memantapkan stabilitas politik dan mekasnisme kemampuan daerah sesuai prinsip ekonomi.
2. Meningkatkan dan memantapkan peran serta masyarakat dan pranata sosial dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah.
3. Meningkatkan kohesifitas sosial masyarakat.
4. Meningkatkan potensi budaya lokal dan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat.
5. Meningkatkan peran dan partisipasi Ormas LSM dan Parpol dalam rangka membangun dan mewujudkan demokrasi.
6. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membina kantrantibmas.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang P4GN.

	III.2. TUJUAN DAN SASARAN BAKESBANGPOL
III.2.1. TUJUAN
		Tujuan adalah suatu yang harus dicapai atau dihasilkan dalam  jangka waktu tertentu. Tujuan yang hendak dicapai antara lain :
1. Meningkatkan potensi budaya lokal dengan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat.
2. Membangun kehidupan demokrasi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian Parpol, Ormas dan LSM.
4. Meningkatkan kohesifitas sosial masyarakat
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang P4GN.

	III.2.2. SASARAN
		Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan maka sasaran yang hendak dicapai adalah:
1. Menanamkan rasa paham dan semangat kebangsaan.
2. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara kantrantibmas.
3. Meminimalkan daerah rawan konflik dan rawan sosial keamanan dan mendorong kesadaran masyarakat untuk taat hukum.
4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi institusi.
5. Terwujudnya Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial serta Pemerintahan (IPOLEKSOSBUDPEM).
6. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang P4GN.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

	IV.1. 	PELAKSANAAN MASING-MASING BIDANG
	IV.1.1. 	 Bidang Sekretariat terdiri dari :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll
7. Penyediaan Jasa perbaikan dan peralatan kerja
8. Penyediaan alat tulis kantor.
9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
13. pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah

IV.1.2. 	Program Peningkatan  Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Komputer
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

IV.1.3. 	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Penyusunan laporan akhir tahun
IV.1.4. 	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Tujuan program ini untuk meningkatkan pengendalian gangguan masyarakat dan  keamanan lingkungan bekerja sama dengan intelejen daerah untuk menun jang kamtibmas sehingga terdeteksinya lebih dini masalah-masalah yang menimbulkan gangguan di 10 Kecamatan, 119 desa dan 3 kelurahan di Kabupaten Lombok Barat.  
IV.1.5.	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
Tujuan program ini untuk meningkatkan kantrantibmas juga mengadakan evaluasi dengan cara memberikan informasi dan mengadakan monitoring kepada kemasyarakat di 10 Kecamatan yaitu bagaimana caranya pencegahan tindak kriminal dan penanggulangannya. 
IV.1.6.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Tujuan program ini untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. 
IV.1.7.	Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
Tujuan program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberantasan penyakit masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan miras dan narkoba. 
IV.1.8. 	Program Pendidikan Politik Masyarakat
Tujuan program ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan politik masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat. 





IV.1.9.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Tujuan program ini untuk meningkatkan pencegahan dan Pemberantasan Penyalah gunaan dan peredaran gelap minuman keras dan narkoba.




























IV.2. 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi dan juga sasaran. Maka ada beberapa program dan kegiatan yang sudah mencapai 100% namun ada juga yang belum mencapai 100%.
IV.2.1. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran, terdiri atas kegiatan:
a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk peyediaan jasa surat menyurat untuk operasional kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase realisasi fisik mencapai 100% 
b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 71,21%. Sisa persentase yang belum terlaksana 28,97% disebabkan karena adanya efisiensi dalam menggunaan sumber daya listrik, air dan telepon.
c. Kegiatan penyediaan jasa dan peralatan dan perlengkapan kantor.
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi dan menunjang kegiatan dan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media spanduk, umbul-umbul, bendera  dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%
d. Kegiatan jasa pemeliharaan dan  perizinan kendaraan dinas / operasional 
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi terhadap pembayaran pajak atas kendaraan operasional dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 98,16%. Sisa persentase realisasi fisik 1,84% yang disebabkan karena adanya perubahan tarif STNK.

e. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa administrasi keuangan  dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 99.49% sisa persentase realisasi fisik 0,54% yang disebabkan karena adanya mutasi Eselon II sehingga ada pengembalian honor pengguna anggaran.
f. Penyedian jasa kebersihan kantor, Sopir, tukang kebun dan lain-lain.
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir dan tukang kebun dan lain-lain dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
g. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kegiatan ini dalam bentuk perbaikan alat-alat kantor dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
h. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan alat tulis kantor dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
i. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
j. Kegiatan penyediaan komponen dan instalasi listrik/penerangan
Kegiatan dilaksanakan dalam penyediaan bentuk komponen dan instalasi listrik/penerangan dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
k. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan seperti koran, majalah dan lainnya dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 84,09% sisa persentase realisasi fisik 15,91% yang disebabkan karena adanya efisiensi pada pembayaran koran.
l. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman seperti makan minum rapat dan kegiatan dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
m. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam maupun luar daerah dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 98,49% sisa persentase realisasi fisik 1,51% yang disebabkan karena adanya kelebihan anggaran perjalanan dinas luar daerah.

IV.2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur
a. Kegiatan pengadaan komputer
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pengadaan computer dan pengadaan printer dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk meningkatkan usia pakai gedung kantor dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
c. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional.
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional  berupa perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 99,98%.  Sisa  persentase realisasi fisik 0,02% karena adanya selisih kenaikan harga BBM yang tidak stabil.
IV.2.1.3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja 
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan seperti LAKIP  sebagai bahan evaluasi dan pengukuran kinerja satuan kerja yang di sertai uang lembur dengan persentase realisasi fisik mencapai 99,40% sisa persentase realisasi fisik 0,97% yang disebabkan karena adanya mutasi sehingga kelebihan orang pada uang lembur.
b. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran
Kegiatan penyusunan laporan keuangan semeteran ini dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%
c. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Kegiatan penyusunan laporan tahunan wajib dilakukan setiap akhir tahun dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
IV.2.1.4. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
a. Kegiatan Pengendalian keamanan Lingkungan
Kegiatan ini dilaksanakan berupa pemantauan terhadap kegiatan pelaksanaan pemantauan  bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan kemungkinan terjadinya permasalahan Ipoleksosbudhankam ditengah-tengah masyarakat secara berkelanjutan selama 1 tahun anggaran dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai  97,54 % sisa persentase realisasi fisik 2,48% yang disebabkan adanya pengembalian honor Bupati dan pengmbalian makan minum Bupati karena ada proses hukum Bupati.

b. Identifikasi dan pemetaan konflik
Kegiatan ini dilakukan untuk dapat menyusun peta rawan konflik di kabupaten Lombok Barat dengan cara pemantauan dan pengumpulan data-data dengan persentase realisasi fisik mencapai 99,96% sisa persentase realisasi fisik 0,04% yang disebabkan karena adanya kelebihan golongan.
c. Peningkatan Forum Pembauran kebangsaan.
Kegiatan ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan  kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan Lembaga-lembaga yang ada seperti sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk tokoh-tokoh masyarakat sejumlah 40 orang, serta melakukan monitoring dan pemantauan terhadap ipoleksosbud dan kantrantibmas di kabupaten Lombok Barat dengan persentase realisasi fisik mencapai 97,80% sisa persentase realisasi fisik 2,20% yang disebabkan adanya pengembalian honor Bupati, pengmbalian makan minum Bupati dan pengembalian uang transport Bupatkarena ada proses hukum Bupati.
IV.2.1.5. Program pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak  Kriminal
a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (POLKAMTIB)
Bentuk kegiatannya adalah terpantaunya permasalahan dibidang politik, keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat  dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait ekonomi, terciptanya suasana yang kondusif di tengah masyarakat secara berkelanjutan selama 1 tahun anggaran, dengan persentase realisasi fisik mencapai 100 %.
IV.2.1.6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Bentuk kegiatan adalah melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat dari 10 kecamatan dan 122 desa/kel, yang baru bisa terlaksana sejumlah 50 orang dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Bentuk kegiatannya adalah kegiatan Bela Negara bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda se Kabupaten Lombok Barat, dan juga dilakukan sosialisasi dengan peserta 50 orang  dengan persentase realisasi fisik mencapai 100 %.
IV.2.1.7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
a. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba.
Bentuk kegiatannya adalah penyuluhan dan sosialisasi pencegahan / peredaran gelap narkoba dan minuman keras kepada masyarakat yang mau perduli terhadap bahaya dari Narkoba sejumlah 40 orang , dengan persentase realisasi fisik mencapai 100 %.
b. Kegiatan Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur.
Bentuk kegiatannya  adalah memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada tokoh masyarakat, agama dan pemuda untuk bisa meensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan eksploitasi anak dibawah umur, yang targetnya adalah 40 orang dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%. 
c. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Bentuk kegiatannya dalah melakukan pemantauan dan monitoring terhadap situasi dan kondisi ipoleksosbud dan kantrantibmas di kabupaten Lombok Barat guna dapat mencegah terjadi konflik-konflik di 10 kecamatan dan 122 desa/kel. Dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 99,98% sisa persentase realisasi fisik 0,02% disebabkan karena adanya kelebihan golongan pada perjalanan dinas dalam daerah.
IV.2.1.8. Program Pendidikan Politik Masyarakat
a. Penyuluhan Kepada Masyarakat
Bentuk kegiatannya  adalah memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang peranan Parpol, Ormas/LSM yang targetnya adalah 36 orang dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
b. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Bentuk kegiatan ini adalah pemantauan dan pembinaan terhadap Parpol, Ormas dan LSM, yang dilakukan di 10 kecamatan dan 122 desa/kel.  dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 99,95% sisa persentase realisasi fisik 0,05%, hal ini dikarena selisih pembayaran karena kelebihan golongan pada perjalanan dinas dalam daerah.
c. Kegiatan Penyusunan data bese LSM dan Ormas.
Bentuk kegiatannya adalah meninjau ke lokasi / sekretariat organisasi dan melakukan pembinaan kepada pengurus organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pendaftaran organisasinya melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat  dan mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Organisasi Kemasyarakatan, dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
d. Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kepada Parpol
Bentuk kegiatannya adalah memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 90,57% sisa persentase realisasi fisik 9,43% yang disebabkan adanya pengembalian honor Bupati karena ada proses hukum Bupati.

IV.2.1.9. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
a. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
Kegiatan yang dilakukan adalah membentuk Tim P4GN  yang berupaya mencegah peredaran gelap narkoba  serta melakukan tes urine bagi PNS yang memangku jabatan eselon IV, dengan  persentase realisasi fisik hanya mencapai 98,36%, sisa persentase realisasi fisik 1,64% yang disebabkan adanya pengembalian honor Tim Bupati dan pengembalian makan minum Bupati karena ada proses hukum dari Bupati Non Aktif.





















TABEL IV.2.1. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
	No.
	Program/Kegiatan
	Realisasi Hasil
Program/Kegiatan
	Realisasi
Fisik

	1
	2
	3
	4

	I
	Pelayanan Administrasi
	Meningkatnya Pelayanan
	 

	 
	Perkantoran
	Administrasi Perkantoran
	 

	1.
	1. Penyediaan jasa surat
	1 Tahun
	100%

	 
	    Menyurat
	100%
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	2. Penyediaan jasa komunikasi, 
	71.21%
	71.21%

	 
	    Sumber daya air dan listrik
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	3. Penyediaan jasa peralatan
	1 Tahun
	100%

	 
	    dan perlengkapan kantor
	100%
	 

	 
	 
	
	 

	 
	4. Penyediaan jasa pemeliharaan
	1 Tahun
	98,16%

	 
	   dan perizinan kendaraan dinas/
	10 motor, 3 mobil
	 

	 
	   operasional 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	5. Penyediaan jasa administrasi
	1 Tahun
	99,46%

	 
	    Keuangan
	99,46%
	 

	 
	 
	
	 

	 
	6. Penyediaan jasa kebersihan 
	2 orang
	100%

	 
	    kantor, sopir, tukang kebun,
	
	 

	 
	Dll
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	7. Penyediaan jasa perbaikan
	6 komputer dan 7 laptop
	100%

	 
	    peralatana kerja
	100%
	 

	 
	 
	
	 

	 
	8. Penyediaan alat tulis kantor
	1 Tahun
	100%

	 
	 
	
	 

	 
	9. Penyediaan barang
	1 Tahun
	100%

	 
	   cetakan dan penggandaan
	100%
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 










	
	2
	3
	4

	 
	10. Penyediaan komponen
	1 Tahun
	100%

	 
	      Instalasi listrik/penerangan
	100%
	 

	 
	      bangunan kantor
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	11. Penyediaan bahan bacaan
	72 expl
	84,09%

	 
	      dan peraturan perundang-
	84,09%
	 

	 
	Undangan
	
	 

	 
	12. Penyediaan makanan
	38 orang, 10 Kali
	100%

	 
	      dan minuman
	100%
	 

	 
	 
	
	 

	 
	13. Rapat-rapat koordinasi dan
	100%
	98,49%

	 
	      konsultasi ke luar daerah
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	II
	Peningkatan Sarana dan
	Meningkatnya Sarana dan
	 

	 
	Prasarana Aparatur
	Prasarana Aparatur
	 

	 
	1. Pengadaan computer
	100%
	100%

	
	
	
	

	
	2. Pemeliharaan rutin/berkala
	1 Paket 100%
	100%

	
	    gedung kantor
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	3. Pemeliharaan rutin/berkala
	10 Motor, 3 Mobil
	99,98%

	 
	    kendaraan dinas/operasional
	
	 

	 
	 
	 
	 

	III
	Peningkatan Pengembangan
	Peningkatan Sistem 
	 

	 
	Sistem Pelaporan Capaian
	Pelaporan Kinerja dan 
	 

	 
	Kinerja dan Keuangan
	Keuangan
	 

	 
	1. Penyusunan laporan capaian
	1 Tahun
	99,40%

	 
	    kinerja dan ikhtisar realisasi
	100%
	 

	 
	    kinerja SKPD
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	2. Penyusunan laporan
 Keuangan
	24 expl, 1 laptop, 2 printer
	100%

	 
	    Semesteran
	100%
	 

	 
	 
	
	 

	 
	3. Penyusunan laporan 
	1 Tahun
	100%

	 
	Keuangan akhir tahun
	100%
	 

	 
	 
	 
	 

	IV
	Peningkatan Keamanan dan 
	Meningkatnya keamanan 
	 

	 
	Kenyamanan Lingkungan
	Lingkungan
	 

	 
	1. Pengendalian keamanan dan
	100%
	97,54%

	 
	    kenyamanan lingkungan
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	2. Peningkatan forum 
	10 Kec, 122 Desa. 100%
	97,80%

	 
	Pembauran kebangsaan
	
	 

	 
	3. Identifikasi dan pemetaan
	10 Kec, 10 bln, 100%
	99,96%

	 
	Konflik
	
	 

	 
	 
	 
	 

	V
	Pemeliharaan Keamanan 
	Meningkatnya 
	 

	 
	Kesejahteraan dan Ketertiban
	Pemeliharaan 
	 

	 
	Masyarakat dan Pencegahan
	Kantrantibmas
	 

	 
	Tindak Kriminal
	 
	 

	 
	1. Monitoring Evaluasi dan 
	1 Tahun
	100%

	 
	Pelaporan
	100%
	 

	VI
	Pengembangan Wawasan
	Peningkatan Pengembangan
	 

	 
	Kebangsaan
	Wawasan Kebangsaan
	 

	 
	1. Peningkatan toleransi dan
	Sosialisasi 50 orang, 100% 1 Kali
	100%

	 
	    kerukunan kehidupan 
	
	 

	 
	    beragama dan lintas organisasi
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	2. Peningkatan kesadaran
	Sosialisasi 50 orang, 100% 1 Kali
	100%

	 
	    masyarakat akan nilai-nilai
	
	 

	 
	    luhur bangsa
	
	 

	VII
	Peningkatan Pemberantasan
	Peningkatan Pemberantasan
	 

	 
	Penyakit Masyarakat
	Penyakit Masyarakat
	 

	 
	1. Penyuluhan pencegahan
	Sosialisasi 40 orang 
	100%

	 
	    peredaran/penggunaan miras
	
	 

	 
	& narkoba
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	2. Penyuluhan pencegahan
	Sosialisasi 40 orang, 1 kali
	100%

	 
	    exploitasi anak dibawah 
	
	 

	 
	Umur
	
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	3. Monitoring, Evaluasi dan 
	10 kali, 10 orang, 10 kec, 100%
	99,98%

	 
	Pelaporan
	
	 

	 
	 
	
	 

	VIII
	Pendidikan Politik Masyarakat
	
	 

	
	1. Penyuluhan kepada masy
	Sosialisasi 36 orang
	100%

	
	
	
	

	 
	2. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
	10 kec, 99.95%
	99.95%

	 
	
	
	 

	 
	3. Penyusunan data base, LSM 
	1 Tahun, 100%
	100%

	 
	    dan Ormas
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	4. Fasilitasi penyaluran bantuan    keuangan kepada partai politik
	1 tahun 90,57%
	90,57%

	 
	 
	
	 

	IX.
	Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

	
	

	
	1. Pencegahan dan 
	47 Orang
	98,36%

	
	 Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
	
	


IV.2.2. REALISASI KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
IV.2.2.1. Program Pelayanan administrasi perkantoran, terdiri atas kegiatan:
a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk peyediaan jasa surat menyurat untuk operasional kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan anggaran sebesar Rp. 3.981.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.981.900,- atau 100% 
b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 59.890.400 dan terealisasi sebesar Rp. 42.649.654,- atau 71,21%. Sisa pagu anggaran Rp. 17.240.746 atau 28,97% disebabkan karena adanya efisiensi dalam menggunaan sumber daya listrik, air dan telepon.
c. Kegiatan penyediaan jasa dan peralatan dan perlengkapan kantor.
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi dan menunjang kegiatan dan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media spanduk, umbul-umbul, bendera  dengan anggaran Rp. 4.600.000,- dan terealisasi Rp.4.600.000,- atau 100%
d. Kegiatan jasa pemeliharaan dan  perizinan kendaraan dinas / operasional 
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi terhadap pembayaran pajak atas kendaraan operasional dengan anggaran sebesar Rp. 57.289.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.236.449,- atau 98,16%. Sisa pagu anggaran Rp.1.052.651,- atau 1,84% yang disebabkan karena adanya perubahan tarif STNK.


e. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa administrasi keuangan  dengan anggaran sebesar Rp. 123.066.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 122.406.700,- atau 99,46% sisa pagu anggaran Rp. 660.000,- atau 0,54% yang disebabkan karena adanya mutasi Eselon II sehingga ada pengembalian honor pengguna anggaran .
f. Penyedian jasa kebersihan kantor, Sopir, tukang kebun dan lain-lain.
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir dan tukang kebun dan lain-lain dengan anggaran sebesar Rp. 20.025.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.025.000,- atau 100%.
g. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kegiatan ini dalam bentuk perbaikan alat-alat kantor dengan anggaran Rp.6.500.000,- dan realisasi Rp. 6.500.000 atau 100%.
h. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan alat tulis kantor dengan anggaran sebesar Rp. 8.376.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.376.600,- atau 100%.
i. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 8.338.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.338.000,- atau 100%.
j. Kegiatan penyediaan komponen dan instalasi listrik/penerangan
Kegiatan dilaksanakan dalam penyediaan bentuk komponen dan instalasi listrik/penerangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.770.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.770.000,-  atau 100%.
k. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan seperti koran, majalah dan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 5.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.440.000,- atau 84,09% sisa pagu anggaran Rp. 840.000,- atau 15,91% yang disebabkan karena adanya efisiensi pada pembayaran koran.
l. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman seperti makan minum rapat dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 9.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.500.000,- atau 100%.
m. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam maupun luar daerah dengan anggaran sebesar Rp. 93.675.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 92.263.500,- atau 98,49% sisa pagu anggaran Rp. 1.441.500,- atau 1,51% yang disebabkan karena adanya kelebihan anggaran perjalanan dinas luar daerah.
IV.2.2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur
a. Kegiatan pengadaan komputer
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pengadaan computer dan pengadaan printer dengan anggaran sebesar Rp. 27.020.000,- dan terealisasi sebesar  Rp. 27.020.000,- atau 100%.
b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk meningkatkan usia pakai gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 23.611.500,- dan terealisasi sebesar 23.611.500,- atau 100%.
c. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional.
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional  berupa perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas dengan anggaran sebesar Rp. 74.257.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 74.244.500,- atau 99,98%.  Sisa  pagu anggaran Rp. 13.000,- atau 0,02% karena adanya selisih kenaikan harga BBM yang tidak stabil.
IV.2.2.3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian  kinerja dan keuangan.
a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja 
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan seperti LAKIP  sebagai bahan evaluasi dan pengukuran kinerja satuan kerja yang di sertai uang lembur dengan anggaran sebesar Rp. 28.522.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.352.700,- atau 99,40% sisa pagu anggaran Rp. 170.000,- atau 0,97% yang disebabkan karena adanya mutasi sehingga kelebihan orang pada uang lembur.
b. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran
Kegiatan penyusunan laporan keuangan semeteran ini dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan anggaran Rp. 5.350.500 dengan realisasi Rp. 5.350.500 atau 100%
c. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Kegiatan penyusunan laporan tahunan wajib dilakukan setiap akhir tahun dengan anggaran Rp. 1.689.400 dengan realiasasi Rp. 1.689.400 atau 100%.
IV.2.2.4. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
a. Kegiatan Pengendalian keamanan Lingkungan
Kegiatan ini dilaksanakan berupa pemantauan terhadap kegiatan pelaksanaan pemantauan  bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan kemungkinan terjadinya permasalahan Ipoleksosbudhankam ditengah-tengah masyarakat secara berkelanjutan selama 1 tahun anggaran dengan dana sebesar Rp. 188.348.300,- dan terealisasi sebesar 183.723.100,- atau  97,54 % sisa pagu anggaran Rp. 4.625.200,- atau 2,48% yang disebabkan adanya pengembalian honor Bupati dan pengmbalian makan minum Bupati karena ada proses hukum Bupati.
b. Identifikasi dan pemetaan konflik
Kegiatan ini dilakukan untuk dapat menyusun peta rawan konflik di kabupaten Lombok Barat dengan cara pemantauan dan pengumpulan data-data dan jumlah anggaran yang ada Rp. 28.395.900 dengan tingkat realisasi Rp. 28.385.900,- atau sebesar 99,96% sisa pagu anggaran Rp. 10.000,- atau 0,04% yang disebabkan karena adanya kelebihan golongan.
c. Peningkatan Forum Pembauran kebangsaan.
Kegiatan ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan  kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan Lembaga-lembaga yang ada seperti sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk tokoh-tokoh masyarakat sejumlah 40 orang, serta melakukan monitoring dan pemantauan terhadap ipoleksosbud dan kantrantibmas di kabupaten Lombok Barat dengan anggaran sejumlah Rp. 184.370.900 dengan realisasi Rp. 180.320.900,- atau 97,80% sisa pagu anggaran Rp. 4.050.000,- atau 2,20% yang disebabkan adanya pengembalian honor Bupati, pengmbalian makan minum Bupati dan pengembalian uang transport Bupatkarena ada proses hukum Bupati.
IV.2.2.5. Program pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (POLKAMTIB)
Bentuk kegiatannya adalah terpantaunya permasalahan dibidang politik, keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat  dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait ekonomi, terciptanya suasana yang kondusif di tengah masyarakat secara berkelanjutan selama 1 tahun anggaran, dengan anggaran sebesar Rp. 36.499.900,- dan terealisasi sebesar 36.499.900,- atau 100 %.
IV.2.2.6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Bentuk kegiatan adalah melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat dari 10 kecamatan dan 122 desa/kel, yang baru bisa terlaksana sejumlah 50 orang dengan anggaran Rp. 13.026.500, dengan realisasi Rp. 13.026.500 atau 100%.
b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Bentuk kegiatannya adalah kegiatan Bela Negara bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda se Kabupaten Lombok Barat, dan juga dilakukan sosialisasi dengan peserta 50 orang  dengan anggaran sebesar Rp. 12.941.500,- dan terealisasi sebesar 12.941.500,- atau 100 %.
IV.2.2.7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
a. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba.
Bentuk kegiatannya adalah penyuluhan dan sosialisasi pencegahan / peredaran gelap narkoba dan minuman keras kepada masyarakat yang mau perduli terhadap bahaya dari Narkoba sejumlah 40 orang , dengan anggaran sebesar Rp. 11.287.200,- dan terealisasi sebesar 11.287.200,- atau 100 %.
b. Kegiatan Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur.
Bentuk kegiatannya  adalah memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada tokoh masyarakat, agama dan pemuda untuk bisa meensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan eksploitasi anak dibawah umur, yang targetnya adalah 40 orang dengan anggaran Rp. 11.261.200,- dengan realisasi Rp. 11.261.200,- atau 100%. 
c. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Bentuk kegiatannya dalah melakukan pemantauan dan monitoring terhadap situasi dan kondisi ipoleksosbud dan kantrantibmas di kabupaten Lombok Barat guna dapat mencegah terjadi konflik-konflik di 10 kecamatan dan 122 desa/kel. Dengan anggaran Rp. 23.598.600,- dengan realisasi Rp. 23.593.600,- atau 99,98% sisa pagu anggaran Rp. 5.000 atau 0,02% disebabkan karena adanya kelebihan golongan pada perjalanan dinas dalam daerah.
IV.2.2.8. Program Pendidikan Politik Masyarakat
a. Penyuluhan Kepada Masyarakat
Bentuk kegiatannya  adalah memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang peranan Parpol, Ormas/LSM yang targetnya adalah 36 orang dengan anggaran Rp. 11.433.400,- dengan realisasi Rp. 11.433.400,- atau 100%.
b. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Bentuk kegiatan ini adalah pemantauan dan pembinaan terhadap Parpol, Ormas dan LSM, yang dilakukan di 10 kecamatan dan 122 desa/kel.  dengan jumlah anggaran Rp. 51.118.600, dengan realisasi Rp. 51.093.600,  atau 99,95% sisa pagu anggaran Rp. 25.000,- atau 0,05% hal ini dikarena selisih pembayaran karena kelebihan golongan pada perjalanan dinas dalam daerah.
c. Kegiatan Penyusunan data bese LSM dan Ormas.
Bentuk kegiatannya adalah meninjau ke lokasi / sekretariat organisasi dan melakukan pembinaan kepada pengurus organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pendaftaran organisasinya melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat  dan mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Organisasi Kemasyarakatan, dengan anggaran sebesar Rp,11.444.700,- dan terealisasi sebesar 11.444.700,- atau 100%.
d. Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kepada Parpol
Bentuk kegiatannya adalah memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat dengan anggaran sebesar Rp. 16.960.000,- dan terealisasi sebesar 15.360.000,- atau 90,57% sisa pagu anggaran Rp. 1.600.000,- atau 9,43% yang disebabkan adanya pengembalian honor Bupati karena ada proses hukum Bupati.
IV.2.2.9. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
a. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
Kegiatan yang dilakukan adalah membentuk Tim P4GN  yang berupaya mencegah peredaran gelap narkoba  serta melakukan tes urine bagi PNS yang memangku jabatan eselon IV, dengan  anggaran Rp. 79.059.000,- dengan realisasi Rp. 77.759.000,- atau 98,36% sisa pagu anggaran Rp. 1.300.000,- atau 1,64% yang disebabkan adanya pengembalian honor Tim Bupati dan pengmbalian makan minum Bupati karena ada proses hukum Bupati.










Tabel IV.2.2. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan

	No. 
	Program / Kegiatan
	 
	Realiasasi Keuangan
	Ket.

	
	
	Anggaran Tahun 
	
	

	
	
	2015 (Rp.)
	(Rp.)
	%
	

	
	
	 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	TOTAL BELANJA
	3,962,077,283.04
	3,849,703,555
	97.16%
	 

	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	2,718,587,283.04
	  2,639,216,652.00
	97.08%
	 

	 
	Belanja Pegawai
	2,718,587,283.04
	  2,639,216,652.00
	97.08%
	 

	BELANJA LANGSUNG
	1,243,490,000.00 
	1,210,486,903.00 
	97.35%
	 

	 
	Program Pelayanan Administrasi
	   403,292,700.00
	        382,087,803.00
	94.74%
	 

	 
	Perkantoran
	 
	 
	 
	 

	1
	Penyediaan jasa surat menyurat
	   3,981,900.00
	3,981,900.00
	100.00%
	 

	2
	Penyediaan jasa komunikasi, 
	59,890,400.00
	42,649,654.00
	71.21%
	 

	 
	sumber daya air dan listrik
	 
	 
	 
	 

	3
	Penyediaan jasa peralatan dan
	4,600,000.00 
	4,600,000.00
	100.00%
	 

	 
	perlengkapan kantor
	 
	 
	 
	 

	4
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan
	57,289,100.00
	56,236,449.00 
	98.16%
	 

	 
	perijinan kendaraan dinas/operasional
	 
	 
	 
	 

	5
	Penyediaan jasa administrasi
	123,066,700.00 
	122,406,700.00 
	99.46%
	 

	 
	Keuangan
	 
	 
	 
	 

	6
	Penyediaan jasa kebersihan kantor, 
	20,025,000.00 
	20,025,000.00 
	100.00%
	 

	 
	sopir, tukang kebun dll
	 
	 
	 
	 

	7
	Penyediaan jasa perbaikan
	6,500,000.00 
	6,500,000.00 
	100.00%
	 

	 
	peralatan kerja
	 
	 
	 
	 

	8
	Penyediaan alat tulis kantor
	8,376,600.00 
	8,376,600.00 
	100.00%
	 

	9
	Penyediaan barang cetakan dan
	8,338,000.00 
	8,338,000.00 
	100.00%
	 

	 
	Penggandaan
	 
	 
	 
	 

	10
	Penyediaan komponen instalasi
	2,770,000.00 
	2,770,000.00 
	100.00%
	 

	 
	listrik/penerangan bangunan kantor
	 
	 
	 
	 

	11
	Penyediaan bahan bacaan dan
	5,280,000.00
	4,440,000.00 
	84.09%
	 

	 
	peraturan perundang-undangan
	 
	 
	 
	 

	12
	Penyediaan makanan dan minuman
	          9,500,000.00 
	         9,500,000.00 
	100.00%
	 

	13
	Rapat-rapat koordinasi dan 
	93,675,000.00 
	92,263,500.00 
	98.49%
	 

	 
	konsultasi keluar daerah
	 
	 
	 
	 

	 
	Program Peningkatan Sarana 
	124,889,000.00 
	124,876,000.00 
	99.99%
	 

	 
	Dan Prasarana Aparatur
	 
	 
	 
	 

	1
	Pengadaan Komputer
	27,020,000.00
	27,020,000.00
	100.00%
	

	2
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung
	23,611,500.00 
	23,611,500.00 
	100.00%
	 

	 
	Kantor
	 
	 
	 
	 

	3
	Pemeliharaan rutin/berkala
	74,257,500.00 
	74,244,500.00 
	99.98%
	 

	 
	kendaraan dinas/operasional
	 
	 
	 
	 

	 
	Program Peningkatan
	 
	 
	 
	 

	 
	Pengembangan Sistem Pelaporan
	35,562,600.00 
	35,392,600.00 
	99.52%
	 

	 
	Capaian Kinerja dan Keuangan
	 
	 
	 
	 

	1
	Penyusunan laporan capaian kinerja
	28,522,700.00 
	28,352,700.00 
	99.40%
	 

	 
	dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	 
	 
	 
	 

	2
	Penyusunan laporan keuangan
	5,350,500.00 
	5,350,500.00 
	100.00%
	 

	 
	Semesteran
	 
	 
	 
	 

	3
	Penyusunan laporan keuangan
	1.689,400.00 
	 1.689,400.00 
	100.00%
	 

	 
	akhir tahun
	 
	 
	 
	 

	 
	Program Peningkatan Keamanan
	401,115,100.00 
	392,429,900.00 
	97.83%
	 

	 
	dan Kenyamanan Lingkungan
	 
	 
	 
	 

	1
	Pengendalian Keamanan Lingkungan
	188,348,300.00 
	183,723,100.00 
	97.54%
	 

	2
	Peningkatan forum pembauran
	184,370,900.00 
	180,320,900.00 
	97.80%
	 

	 
	Kebangsaan
	 
	 
	 
	 

	3
	Identifikasi dan pemetaan konflik
	28,395,900.00 
	28,385,900.00 
	99.96%
	 

	 
	Program Pemeliharaan Kantran-
	36,499,900.00 
	36,499,900.00 
	100.00%
	 

	 
	tibmas dan Pencegahan Tindak 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kriminal
	 
	 
	 
	 

	1
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
	36,499,900.00 
	36,499,900.00 
	100.00%
	 

	 
	Program Pengembangan 
	25,968,000.00
 
	25,968,000.00
 
	100.00%
 
	 

	 
	Wawasan Kebangsaan
	
	
	
	 

	1
	Peningkatan toleransi dan kerukunan 
kehidupan beragama
	13,026,500.00
	13,026,500.00
	100.00%
	 

	2
	Peningkatan kesadaran masyarakat
	12,941,500.00
	12,941,500.00
	100.00%
 
	 

	 
	akan nilai-nilai luhur bangsa
	 
	 
	
	 

	 
	Program Peningkatan
	 
	 
	 
	 

	 
	Pemberantasan Penyakit
	46,147,000.00 
	46,142,000.00 
	99.99%
	 

	 
	Masyarakat (Pekat)
	 
	 
	 
	 

	1
	Penyuluhan pencegahan peredaran/
	11,287,200.00 
	11,287,200.00 
	100.00%
	 

	 
	penggunaan miras & narkoba
	 
	 
	 
	 

	2
	Penyuluhan pencegahan eksploitasi
	11,261,200.00
	11,261,200.00
	100.00%
 
	 

	 
	anak dibawah umur
	 
	 
	
	 

	3
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
	23,598,600.00 
	       23,593,600.00 
	99.98%
	 

	 
	Program Pendidikan Politik Masyarakat
	90,956,700.00 
	89,331,700.00 
	           98.21% 
	 

	 1
	Penyuluhan kepada masyarakat
	11.433.400
	11.433.400
	 100.00%
	

	
  2
	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
	51,118,600.00 
	51,093,600.00 
	
99.95%
	 

	3
	Penyusunan data base LSM dan
	11,444,700.00 
 
	11,444,700.00 
 
	100.00%
 
	 

	 
	Ormas
	
	
	
	 

	4
	Penyaluran bantuan keuangan
	16,960,000.00 
	15,360,000.00 
	90.57%
	 

	 
	partai politik
	 
	 
	 
	 

	
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
	

79,059,000.00
	77,759,000.00
	98.36%
	

	 1


	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 
	 79,059,000.00
	77,759,000.00 
	 98.36%
	 




IV.3. EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
	Dalam evaluasi ini ada beberapa kegiatan yang dalam capaiannya tidak mencapai 100% tetapi dalam realisasi fisik dapat mencapai 100%. Adapun kegiatan yang tidak tercapai dalam rencana realisasi adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran, terdiri atas kegiatan:
a. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 71,21%. Sisa persentase yang belum terlaksana 28,97% disebabkan karena adanya efisiensi dalam menggunaan sumber daya listrik, air dan telepon.
b. Kegiatan jasa pemeliharaan dan  perizinan kendaraan dinas / operasional 
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi terhadap pembayaran pajak atas kendaraan operasional dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 98,16%. Sisa persentase realisasi fisik 1,84% yang disebabkan karena adanya perubahan tarif STNK.
c. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa administrasi keuangan  dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 99.46% sisa persentase realisasi fisik 0,54% yang disebabkan karena adanya mutasi Eselon II sehingga ada pengembalian honor pengguna anggaran.
d. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan seperti koran, majalah dan lainnya dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 84,09% sisa persentase realisasi fisik 15,91% yang disebabkan karena adanya efisiensi pada pembayaran koran.



e. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam maupun luar daerah dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 98,49% sisa persentase realisasi fisik 1,51% yang disebabkan karena adanya kelebihan anggaran perjalanan dinas luar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur
a. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional.
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional  berupa perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 99,98%.  Sisa  persentase realisasi fisik 0,02% karena adanya selisih kenaikan harga BBM yang tidak stabil.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja 
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan seperti LAKIP  sebagai bahan evaluasi dan pengukuran kinerja satuan kerja yang di sertai uang lembur dengan persentase realisasi fisik mencapai 99,40% sisa persentase realisasi fisik 0,97% yang disebabkan karena adanya mutasi sehingga kelebihan orang pada uang lembur.
4. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
a. Kegiatan Pengendalian keamanan Lingkungan
Kegiatan ini dilaksanakan berupa pemantauan terhadap kegiatan pelaksanaan pemantauan  bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan kemungkinan terjadinya permasalahan Ipoleksosbudhankam ditengah-tengah masyarakat secara berkelanjutan selama 1 tahun anggaran dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai  97,54 % sisa persentase realisasi fisik 2,48% yang disebabkan adanya pengembalian honor Bupati dan pengmbalian makan minum Bupati karena ada proses hukum Bupati.
b. Identifikasi dan pemetaan konflik
Kegiatan ini dilakukan untuk dapat menyusun peta rawan konflik di kabupaten Lombok Barat dengan cara pemantauan dan pengumpulan data-data dengan persentase realisasi fisik mencapai 99,96% sisa persentase realisasi fisik 0,04% yang disebabkan karena adanya kelebihan golongan.
c. Peningkatan Forum Pembauran kebangsaan.
Kegiatan ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan  kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan Lembaga-lembaga yang ada seperti sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk tokoh-tokoh masyarakat sejumlah 40 orang, serta melakukan monitoring dan pemantauan terhadap ipoleksosbud dan kantrantibmas di kabupaten Lombok Barat dengan persentase realisasi fisik mencapai 97,80% sisa persentase realisasi fisik 2,20% yang disebabkan adanya pengembalian honor Bupati, pengmbalian makan minum Bupati dan pengembalian uang transport Bupatkarena ada proses hukum Bupati.
5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
a. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Bentuk kegiatannya dalah melakukan pemantauan dan monitoring terhadap situasi dan kondisi ipoleksosbud dan kantrantibmas di kabupaten Lombok Barat guna dapat mencegah terjadi konflik-konflik di 10 kecamatan dan 122 desa/kel. Dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 99,98% sisa persentase realisasi fisik 0,02% disebabkan karena adanya kelebihan golongan pada perjalanan dinas dalam daerah.
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat
a. Penyuluhan Kepada Masyarakat
Bentuk kegiatannya  adalah memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang peranan Parpol, Ormas/LSM yang targetnya adalah 36 orang dengan persentase realisasi fisik mencapai 100%.
b. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Bentuk kegiatan ini adalah pemantauan dan pembinaan terhadap Parpol, Ormas dan LSM, yang dilakukan di 10 kecamatan dan 122 desa/kel.  dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 99,95% sisa persentase realisasi fisik 0,05%, hal ini dikarena selisih pembayaran karena kelebihan golongan pada perjalanan dinas dalam daerah.
c. Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kepada Parpol
Bentuk kegiatannya adalah memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat dengan persentase realisasi fisik hanya mencapai 90,57% sisa persentase realisasi fisik 9,43% yang disebabkan adanya pengembalian honor Bupati karena ada proses hukum Bupati.
7. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
a. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
Kegiatan yang dilakukan adalah membentuk Tim P4GN  yang berupaya mencegah peredaran gelap narkoba  serta melakukan tes urine bagi PNS yang memangku jabatan eselon IV, dengan  persentase realisasi fisik hanya mencapai 98,36%, sisa persentase realisasi fisik 1,64% yang disebabkan adanya pengembalian honor Tim Bupati dan pengembalian makan minum Bupati karena ada proses hukum dari Bupati Non Aktif















































































































































































BAB V
TUGAS TUGAS LAINNYA

	V.1. 	Program/kegiatan yang sumber pendanaannya dari luar APBD/tugas pembantuan dan urusan bersama hibah/bantuan Luar Negeri jika ada dilaksanakan oleh SKPD

		Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Lombok Barat dalam tahun anggaran 2015, tidak mempunyai dana yang bersumber dari luar APBD Kabupaten Lombok Barat baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun hibah /bantuan  dari luar negeri atau pihak-pihak lainnya.

	V.2.	Prestasi dan penghargaan
		Pada tahun 2015 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat, tidak mengikuti  kegiatan kegiatan yang  bersifat perlombaan, namun dalam dalam kegiatannya tetap menjalnkan tupoksi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada RPJMD kabupaten Lombok Barat.
		
















BAB VI
P E N U T U P

	VI.1. 	KENDALA  DAN HAMBATAN
[bookmark: _GoBack]Dalam pelaksanaan kegiatan Bakesbang dan Politik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 sudah berpedoman pada DPPA dan dalam hal ini pencairan anggaran tidak mendapatkan permasalahan yang berarti. Namun memang ada beberapa kegiatan yang masih harus di sempurnakan karena adanya permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat kegiatan tersebut berjalan. Dari total anggaran sesuai dengan DPPA Rp. 3.962.077.283,04- dan realisasinya Rp. 3.849.703.555,- (97,16%) tidak tercapainya realisasi dengan 100% disebabkan adanya penghematan dari belanja honorarium Bupati, Belanja jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telepon, belanja perjalanan dinas luar daerah, Belanja pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional, Belanja dan Belanja pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional.
Adapun kendala dan hambatan yang terjadi diantaranya adalah :
1. Kurangnya anggaran yang menunjang kegiatan-kegiatan seperti operasional lapangan untuk Tim Terpadu Penanganan  Gangguan Konflik Sosial dan Petugas Khusus Kecamatan, serta untuk penunjang-penunjang operasional lainnya.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia seperti kendaraan operasional lapangan, kurang maksimalnya sarana komunikasi dalam melaksanakan kegiatan.
3. Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sarana dan prasarana yang ada seperti komputer  dan lain-lain.
	VI.2.	 ARAHAN, SOLUSI DAN PEMECEHANNYA
Dari tantangan dan permasalahan tersebut diatas alternatif pemecahan adalah :
1. Memperluas kerjasama yang lebih intens dengan anggota-anggota Tim Terpadu Penanganan  Gangguan Keamanan dalam Negeri diluar Pemda seperti BIN, Intel Kepolisian dan masyarakat yang peduli Lombok Barat.
2. Melakukan penjajakan dengan instansi-instansi terkait diluar Pemda yang mempunyai program dan kegiatan yang sejalan dengan Visi dan Misi Bakesbang dan Politik Kabupaten Lombok Barat.
3. Menjalin hubungan silaturahmi dan komunikasi dengan para alim ulama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat
4. Melaksanakan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)
5. Memperdayakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten, Kecamatan dan Desa
6. Mengefektifkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
7. Mengefektifkan peran Kominda
8. Mengefektifkan peran Petugas Khusus Kecamatan (Petsus) dan Tim Penanganan Konflik Sosial
9. Meningkatkan peran Camat dalam berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan Kades/Lurah, Kadus, Toga, Toma dan semua elemen masyarakat di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan
10. Meningkatkan kerjasama dan melakukan pendekatan dan komunikasi dengan pihak-pihak di luar Pemda.
11. Diharapkan anggaran Bakesbang dan Politik dapat ditingkatkan.
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